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Undang UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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96  Pasal 79 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
97  Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 
98  http://data.worldbank.org/country/indonesia.  
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Tabel 2. Kontribusi Sektor Industri dalam GDP Tahun 2014  

                                                           
99  Ministry of Industry Republic of Indonesia, 

(Pubic Communication Center Ministry of Industry RI 

2015), hal. 50. 
100  Prof Muladi dan Prof D. Priyanto, Op. cit., hal. 6. 

Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin Nomor 
04/PID.SUS/2011/PT.BJM. 
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Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi 2004-2016  

                                                           
102  Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pidsus 2010 mengadili 

dan menyatakan Terdakwa PT. DONGWOO ENVIRONMENTAL 
INDONESIA 

103  Putusan Pengadilan Negeri MEULABOH Nomor 

131/Pid.B/2013/PN.MBO Tahun 2014 
104 <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/ 

16191531/Kebakaran.Hutan. dan.Kejahatan.Korporasi?page=all 
105 <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/ 

2015/09/150916_indonesia_ tersangka_asap> 
106 Data Komisi Pemberantasan Korupsi yang diakses melalui 

http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi 
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108 Putusan PT Kalista Alam, PT RAPP, PT SPS, PT Adei Plantation, PT 

Dongwoo International dan PT NSP. 
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109   Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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110  Lampiran 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota.  
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111  Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4, Gramedia 2008. 
112  , 1979. 
113  Lihat UU No. 7 Drt Tahun 1955 
114  Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
115  Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas). Keistemewaan dari bentuk ini 
adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas 
saham yang dimilikinya. Artinya, adanya pemisahan kekayaan 
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yang dilakukan secara tegas. Lebih lanjut, perseroan terbatas 
dalam hal ini termasuk di dalamnya perseroan tertutup, peseroan 
publik, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, perseroan 

terbuka dan perseroan grup, M. Yahya Harahap, hal. 38-52. 
116  Koperasi merupakan jenis badan usaha berbadan hukum yang 

memiliki anggota. Perbedaan dengan badan usaha lainnya adalah 
ciri koperasi yang berasaskan kekeluargaan serta pelaksanaannya 

berdasarkan ekonomi kerakyatan, UU Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. 

117  Yayasan memiliki prinsip pemisahan kekayaan dengan pengurus 
dengan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan tanpa mempunyai anggota. Pada 
perkembangannya, yayasan berpotensi juga melakukan 
kejahatan, khususnya terkait dengan pencucian uang. Kegiatan 
utama dari yayasan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan 

sebagaimana badan usaha. Akan tetapi, yayasan diperkenankan 
untuk membentuk badan usaha untuk mendukung kegiatannya. 
Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

118  Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita  untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Khusus untuk partai politik terdapat kedudukan harus 

menyesuaikan dengan ketentuan mengenai partai politik karena 
untuk pembubaran terdapat ketentuan khusus sebagaimana 
diatur dalam UU Partai Politik. Pembubaran partai politik melalui 
kuasa yudisial hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi. (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik.  

119  Persekutuan perdata ( ) yang berarti dua 

orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan suatu 
berupa uang, barang, atau tenaga dalam bentuk kerja sama. Hal 
tersebut termasuk juga persekutuan atas keuntungan 

 dan persekutuan khusus 
 yang didirikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) (M. Yahya Harahap, 

s, Penerbit Sinar Grafika 2016, hal. 1-5 dan 

Pasal 1618-1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata). 

18998158_TATA CARA PENANGANAN PERKARA PIDANA KORP_T-001-198.pdf   118 1/25/2018   3:03:04 PM



 

 

119 

                                                                                                                  
120  Firma atau persekutuan firma ( ) adalah 

kerja sama di antara orang yang bersifat pertemanan atau 
perkawanan ataupun persekutuan. Ciri yang membedakan 
dengan persekutuan adalah bertindak keluar dengan nama 

perusahaan yang mempunyai satu nama bersama. Dasar hukum 
baik pendirian maupun pengaturan diatur dalam KUHD dan KUH 
Perdata. 

121  Persekutuan komanditer (  [CV]) 

adalah persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut 
juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu 
atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk 

seluruhnya dengan seseorang atau lebih sebagai peminjaman 
uang. Pada pengertian tersebut, sekutu komanditer hanya 
menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan 
pada CV dan tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan 
penguasaan dalam persekutuan, Ny. Siti Soemarti, , 

Cetakan VIII, Seksi Hukum Dagang FH UGM 1993, hal. 11. 
122  Putusan Nomor 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst. jo. Putusan 

Nomor 01/K/N/1999 jo. Putusan Nomor 04/PK/N/1999 dengan 

PT Jaya Readymix (PT JR) dan PT Prima Coat Lestari (PT PCL) 
sebagai Pemohon Pailit, sedangkan Termohon Pailit yaitu PT 
Hutama Karya dan PT Bina Maint menyangkut pembayaran utang 
dalam kerja sama operasi ( ) yang didirikan oleh PT 

Hutama Karya dan PT Bina Maint (Hutama Bina Joint Operation). 
123  Berbagai peraturan perundangan sebagaimana disebutkan pada 

bab sebelumnya. 
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124  Pertemuan pada tanggal 21 April 2016 di Hotel Morrisey, Jakarta. 
125  Hal tersebut sesuai dengan definisi di luar UU Tipikor dan UU 

TPPU yang lebih sempit. Sebagai contoh Pasal 1 angka 32 UU 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 
Lingkungan Hidup yang hanya mengatur terbatas pada badan 
usaha. 
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128   
129  Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT) 
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130  Pasal 1 angka 10 UU PT 
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131  Pasal 1 angka 12 UU PT 
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132  Pasal 142 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT) 
133  Pasal 142 ayat 2 UU PT 
134  Pasal 143 UU PT  
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135  Harta Kekayaan dalam Rancangan Perma didefinisikan semua 

benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
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136  Mr. Subekti , Op.Cit. hal. 44. Bandingkan dengan Pasal 499 KUH 

Perdata kebendaan ialah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang 
dapat dikuasai oleh hak milik. 

137  KUH Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan, Pasal 499 – Pasal 
1232. 

138  Pasal 503 KUH Perdata. Benda yang berwujud adalah segala 
sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra. Benda tidak 
berwujud adalah segala macam hak kebendaan. 
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139   adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai 

benda seolah-oleh kepunyaan sendiri, yang oleh hukum 
diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda 
itu sebenarnya ada pada siapa. Perkataan  berasal dari 

perkataan “ ” sehingga secara  berarti “menduduki”. 
 (penyerahan) adalah perbuatan berupa penyerahan 

kekuasaan belaka atau perbuatan yang bertujuan pemindahan 

hak milik atas benda yang tak bergerak karena pemindahan ini 
tidak cukup dilaksanakan dengan pengoperan kekuasaan belaka, 
melainkan harus dibuat suatu surat penyerahan (“

”) yang harus dikutip dalam daftar .  

adalah lewat waktu sebagai salah satu cara memperoleh hak milik 
yang dibedakan antara  dan 

. Bezwaring adalah pembebanan terhadap benda 

bergerak yang dilakukan melalui  (gadai) dan untuk benda 

tak bergerak melalui hipotek, Mr. Supomo, Op.Cit., hal. 46-54. 
140  Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Pencucian Uang. 
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141   Penjelasan Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., L.L.M. pada FGD 

Expert tanggal 20 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere. 
142   Penjelasan Laode M Syarif, Ph.D. pada saat High Level Meeting 

tanggal 9 Mei 2016 di Hotel Morrissey, Jakarta. 
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143   Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang 

menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai 
dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam 
kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan 

kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak 
pidana korupsi (Penjelasan Pasal 20 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 

144   Personel pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki 

kekuasaan atau  wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi 
atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi 
tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. (Pasal 1 
angka 14 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Pencucian Uang) 
145   Penjelasan Dr Yunus Husein pada FGD Expert tanggal 20 Juli 

2016 di Hotel Santika Premiere 
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146  Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 
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147   FGD Experts pada tanggal 22 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere 

Jogjakarta. 
148   

Lebih lanjut lingkup 

 sebagai berikut:

 (Section 8 (1) UK Bribery Act 2010). 
149  “

, (Colin Nicholls QC, Tim 

Daniel, Alan Bacarese and John Hartchard, 
, 2nd Edition, Oxford 2011, p. 39. 

150  Pekerja, agen atau bawahan dari korporasi termasuk dalam 
 menurut regulasi tersebut tanpa membatasi 

kapasitasnya. Lebih detail, terdapat definisi yang dijabarkan oleh 
Tim Olswang (lihat The Bribery Act: Practice Note), sebagai berikut:  
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151  Soeprapto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka 
Pembangunan Nasional, dalam Roeslan Saleh, Prof. Mr., 

, Aksara Baru, Cetakan 

ketiga, 1983, hal.152, berpendapat hubungan lain yang 
dipertanggungjawabkan kepada korporasi terlalu luas. Jika suatu 
badan dianggap turut melakukan kejahatan dengan kelalaian, 

turut melakukan kelalaian suatu perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan sengaja ( ). Hal ini akan 

lebih menonjol jika badan termaksud harus pula bertanggung 

jawab atas perbuatan seorang yang melakukan perwakilan 
untuknya. Terhadap hal tersebut, Suprapto berpendapat badan 
hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya 
unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan, 

mengingat luasnya makna “hubungan lain”. Bandingkan dengan 
Roeslan Saleh yang berpendapat badan hukum dianggap 
melakukan perbuatan pidana tersebut sama dengan pegawainya. 
Lebih lanjut dikemukakan aturan penyertakaan memberikan 

perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan 
undang-undang, dengan kata lain aturan-aturan penyertaan 
memperbanyak jumlah delik-delik karena di samping masing-
masing kejahatan lalu ada “penyertaan atas dilakukannya 

kejahatan” (Pompe dalam Roeslan Saleh). Namun, turut 
dipertanggungjawabkannya badan hukum dalam hal ini bukan 
karena penyertaan, tapi karena ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 
TPE. 

152  R. Subekti, , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

1995), Cetakan Kesepuluh, hal.142. Lebih lanjut R. Subekti 
menjelaskan,  

153  Pasal 1792 KUH Perdata. Bandingkan dalam KUHD dikenal 

makelar dan komisioner. Makelar dikatakan melakukan 
perwakilan langsung, sedangkan komisioner melakukan 
perwakilan tidak langsung. 
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154  Pasal 1799 KUH Perdata. 
155   berarti perwakilan ( ). Perwakilan 

berdasarkan BW dan WvK lebih luas karena menjangkau 

perwakilan berdasarkan undang-undang. Agency mencakup 
semua peraturan tentang Agency dilahirkan 
berdasarkan perjanjian. R. Subekti, , Op.Cit.  

156   adalah suatu kekayaan yang dipercayakan kepada seorang 

untuk dipelihara atau diurus bagi kepentingan seorang ketiga yang 
dinamakan “ .” Orang yang memercayakan kekayaan 
dinamakan “ ” dan yang dipercayai dinamakan “ ”. 

Trust dapat dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun 
wasiat. R. Subekti, , Ibid, hal. 153. 

157  Suatu perjanjian di mana pihak yang satu ( ) memberikan 

perintah kepada pihak yang lain ( ) untuk melakukan 

suatu perbuatan hukum, perintah mana diterima oleh yang 
belakangan ini.  
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158  Pada kasus PT Giri Jaladhi Wana, Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini 

menerangkan bahwa kegiatan tersebut haruslah dalam rangka 
mendukung bisnis utama korporasi tersebut, artinya kegiatan 
yang sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi yang dapat 
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dibuktikan melalui AD/ART dan kegiatan korporasi tersebut 

(Putusan Nomor 04 /PID .SUS/201 1/PT.BJM) 
159 Lingkup kerja ini tidak dapat diartikan sempit, melainkan 

pembuktian bahwa orang tersebut diberikan mandat dan/atau 
dibiarkan oleh korporasi. Sebagai perbandingan, Prancis 
menggunakan pendekatan delegasi ( ) di mana 

orang tersebut dianggap memiliki kewenangan mewakili korporasi 
dalam lingkup kerjanya (Dargham, Christian dan Charles-Henri 

Boeringer. Corporate Liability in Europe. 2012. Clifford Chance 
LLP: London) 

160  Terdapat juga teori  

di mana dilihat dari budaya perusahaan tersebut sehari-hari 
OECD. 

2015. OECD 
161  Lihat pasal 12 ayat (1) RKUHP 
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162  FGD Experts pada tanggal 22 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere 

Jogjakarta. 
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163  FGD Expert Meeting pada tanggal 21 Juli 2016 di Hotel Santika 

Premiere Jogjakarta. 
164  Moeljatno,2002, , Rineka Cipta, hal. 1. 
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165  Eddy OS Hiarej, . 

(Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 163.  
166   Ibid., hal. 202. 
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167  Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, melalui 

putusannya (HR 21 October 2003, NJ2006, 328 (Drijfmest) 
berupaya untuk menerjemahkan ketentuan Pasal 51 KUHP 
Belanda menjadi beberapa syarat. Untuk dapat dimintakan 
pertanggungjawaban, suatu korporasi harus memenuhi satu atau 

lebih syarat sebagai berikut: 

Kriteria tersebut yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan 
pertanggungjawaban pidana korporasi di Kerajaan Belanda. 
Menelaah kondisi Indonesia saat ini, strategi tersebut menjadi 
pilihan untuk dapat menerjemahkan berbagai ketentuan mengenai 

korporasi di berbagai undang-undang dalam bentuk penjabaran 
kriteria. Akan tetapi, bukan melalui putusan, melainkan melalui 
Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara lebih detail 
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mengenai kriteria yang didasarkan pada teori, putusan, dan 

peraturan perundangan. 
168 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
169 KUHPerdata Pasal 503 
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170  Penjelasan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
171  Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 
172  FGD Experts pada tanggal 20 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere, 

Yogyakarta. 
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173  Lihat ketentuan Pasal 142 jo. Pasal 143 UU No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 
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174  Christian Dargham and Charles-Henri Boeringer, Corporate 

Liability in Europe (Clifford Chance LLP: London 2012).  
 Pendekatan ini selaras juga dengan pendekatan 

pertanggungjawaban pengurus di Kerajaan Belanda, sebagaimana 
diungkapkan Prof. Nico Keijzer sebagai berikut: 
• Seseorang dianggap memiliki kendali atas suatu tindakan 

pelanggaran jika dalam keadaan di mana-meskipun ia 

berwenang dan perlu mengambil langkah-langkah untuk 
pencegahan pelanggaran tersebut, namun orang tersebut 
tidak mengambil langkah yang seharusnya, dan menyadari 
akan menerima risiko yang cukup besar apabila pelanggaran 

tersebut terjadi. 
• Orang tersebut dianggap mempunyai pengetahuan 

( ) akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah 
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apabila ia tahu bahwa pelanggaran serupa dilakukan oleh 
badan hukum. 
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175   M. Yahya Harahap, , Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009, halaman 54-55 dan 388-389, Korporasi sebagai 
 “ciptaan fiksi” memiliki personalitas fiktif 

( ) sehingga dalam bertindak diwakili organ-organnya. 

Salah satu contoh korporasi adalah perseroan. Perseroan 
merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang 
terpisah dari anggotanya dan pemiliknya. Oleh karena itu, 

perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum 
dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif. Menurut teori ini, 
kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum 
adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok 

orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau 
bisnis. Teori fiksi berasal dari Romawi dan Common Law yang 
mengatakan, pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum 
adalah buatan atau “ciptaan fiksi” ( ) yang disebut 

entitas hukum ( ) yang memilik 

personalitas fiktif (persona ficta).  
176  Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “

Kapasitas Direksi untuk 

mewakili perseroan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 
98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
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Terbatas yang berbunyi “
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177  Benda sitaan yang tidak dimungkinkan untuk disimpan Rupbasan 

dapat ditentukan untuk disimpan di lokasi lain. Selain itu, untuk 
benda yang cepat rusak, berbahaya, atau menimbulkan biaya 
tinggi maka Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi 
yang bertanggung jawab secara yuridis (penegak hukum yang 

menitipkan benda sitaan) untuk dilakukan pelelangan atau 
pemusnahan. Demikian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 
KUHAP. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP 
maupun Pasal 10 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 16 Tahun 2014 merupakan syarat alternatif sehingga 
apabila salah satu saja dipenuhi, lelang atau pemusnahan dapat 
dilakukan. Tentunya, pelaksanaan lelang atau pemusnahan benda 
sitaan yang dilakukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan 

hukum tetap harus dilaksanakan secara cermat dan berhati-hati 
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi terdakwa jika nantinya 
dibebaskan dari tuntutan ataupun jika benda sitaan tidak dapat 
dibuktikan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 39 KUHAP 

atau ternyata pelaksanaan putusan dilakukan oleh terdakwa 
secara sukarela tanpa perlu melakukan pelelangan atas harta 
kekayaannya. Penjualan benda sitaan atau bahkan pemusnahan 
sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap 
sebenarnya bertentangan dengan asas  

karena kesalahan belum terbukti. Namun, mengingat adanya 
kepentingan untuk memprioritaskan keselamatan (dalam hal 
benda sitaan dikategorikan berbahaya) dan untuk 

mempertahankan nilai ekonomis benda sitaan maka pelelangan 
dapat dilakukan, sementara putusan belum dijatuhkan. Oleh 
karena itu, untuk menyeimbangkan hal tersebut perlu dilakukan 
konsultasi dengan lembaga yang ahli dalam menentukan benda 

yang mudah rusak. Mengacu pada hal ini, tentu perlu pula 
diterapkan hal yang sama terhadap benda yang dinilai berbahaya 
atau menimbulkan biaya tinggi. 
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178  Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 
Barang Rampasan Negara pada Rumah Penitipan Benda Sitaan 
Negara. 
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179  Rapat koordinasi 21 April 2016 Hotel Morrissey 
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180  Mengenai jenis-jenis sanksi terhadap korporasi, dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dari hasil 

 yang diadakan di Portland, Oregon, Amerika Serikat, 

pada tanggal 19-23 Maret 1994, yang menyatakan bahwa sanksi 
yang dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu:180  
a. Sanksi bernilai uang ( ). 

1. Mengganti keuntungan ekonomis (

) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan; 
2. Mengganti ( ) semua atau sebagian biaya 

pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan 
( ) setiap kerugian yang ditimbulkan; 

3. Denda.  
 

b. Pidana tambahan berupa: 

1. Larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat 
menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan 
itu;  
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2. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan 

kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan 
izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis; 

3. Perampasan kekayaan ( ) dan hasil 

kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak 
ketiga yang bonafide; 

4. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi korporasi dari 

kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal, atau 
subsidi-subsidi; 

5. Memerintahkan pemecatan manajer dan 
mendiskualifikasi petugas dari jabatannya; 

6. Memerintahkan korporasi melakukan perbuatan untuk 
memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap 
lingkungan; 

7. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-
syarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk 
menjamin perbuatan baik terpidana dan untuk mencegah 
terpidana mengulangi lagi perbuatannya; 

8. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan 
dengan putusan pengadilan; 

9. Memerintahkan terpidana untuk memberi tahu orang-
orang yang dirugikan oleh perbuatannya; 

10. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) 
untuk memberitahukan kepada publik di semua negara 
tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-
cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau 

karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi 
yang dikenakan kepadanya; 

11. Memerintahkan terpidana untuk melakukan 
pelayanan/kerja sosial ( ). (lihat Prof. Dr. 

Barda Nawawi Arief, S.H.,  

BAB XI Sistem Pemidanaan dalam Bidang Perbankan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 146.) 
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181  Prof. Dr. Muladi, S.H. cs , 

(Bandung : Alumni, 2013), hal. 75.  
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182  Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-

128/E/3/1995 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Selaku 
Eksekutor Putusan Pengadilan. 
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183  Pihak terpidana atau kuasanya sering melakukan perlawanan 

terhadap upaya eksekusi jaksa dengan alasan apabila jaksa akan 

mengeksekusi putusan, harus berdasarkan salinan putusan, 
dengan merujuk Pasal 226 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa 
salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut 
umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat 

hukumnya diberikan atas permintaan.  
184  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang 

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan sebagaimana telah 
diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 

2011 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 

185  Ibid. 
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186  Barda Nawawi sebagaimana dikutip dalam Dwidja Priyatno, 

, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 23. 
187  Hal tersebut mengikuti pola yang terdapat dalam Pasal 9 UU 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Pencucian Uang. 
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https://jdih.mahkamahagung.go.id/

TATA CARA PENANGANAN PERKARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
 
Menimbang  : a.

  b.

  c. 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/ 

 
KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG 

TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa korporasi sebagai 
hukum yang keberadaannya 
yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya 
korporasi ada kalanya juga melakukan  
pidana (corporate crime) yang 
terhadap  negara  dan masyarakat

b. bahwa dalam kenyataannya 
tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil 
tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum 
pertanggungjawaban pidana (

.  bahwa banyak undang
menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 
perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan 
dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu 
penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan 
korporasi sebagai pelaku ti
jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman 

KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2016 

TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

sebagai suatu entitas atau subjek 
hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi  

katkan pertumbuhan ekonomi 
pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya 

korporasi ada kalanya juga melakukan  pelbagai  tindak 
) yang membawa dampak kerugian 

terhadap  negara  dan masyarakat; 
bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi 

untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil 
tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam 
pertanggungjawaban pidana (criminal liability); 
bahwa banyak undang-undang di Indonesia 
menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 
perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan 

proses pidana masih sangat terbatas, salah satu 
penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan 
korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum 

leh karena itu dipandang perlu adanya pedoman 

ubjek 
memberikan kontribusi  

katkan pertumbuhan ekonomi 
pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya 

tindak 
membawa dampak kerugian 

korporasi dapat menjadi 
untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil 

dalam 

undang di Indonesia 
menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 
perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan 

proses pidana masih sangat terbatas, salah satu 
penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan 

ndak pidana masih belum 
leh karena itu dipandang perlu adanya pedoman 
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bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara 
pidana yang dilakukan oleh korporasi; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5076); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA 
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisir, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum. 

2. Korporasi Induk (parent company) adalah perusahaan 
berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak 
perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang 
juga memiliki status badan hukum tersendiri.  

3. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) atau 
perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang 
mempunyai hubungan (sister company) adalah 
perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu 
perusahaan induk. 

4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan 
diri dengan perseroan lain yang telah ada yang 
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada 
perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya 
status badan hukum perseroan yang menggabungkan 
diri berakhir karena hukum. 

5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan 
cara mendirikan satu perseroan baru yang karena 
hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan 
yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan 
yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 

6. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang 
mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan 
beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih 
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atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena 
hukum kepada satu perseroan atau lebih. 

7. Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena 
keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu 
berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah 
berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau 
karena dicabut izin usaha perseroan sehingga 
mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan.  

8. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang 
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada 
korporasi sesuai dengan undang-undang  yang mengatur 
tentang korporasi. 

9. Harta  Kekayaan  adalah  semua  benda  bergerak  atau 
benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang 
tidak  berwujud,  yang  diperoleh,  baik  secara  langsung 
maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana. 

10. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan 
pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau 
undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, 
termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk 
mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya 
dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi 
kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan 
dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana. 

11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi 
dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang 
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah. 

12. Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus 
dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi 
lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak 
untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan 
perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. 
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13. Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau 
lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang 
termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha 
korporasi baik langsung maupun tidak langsung. 

14. Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yang 
mewakili korporasi. 

15. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi 
kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2008. 

16. Satu hari adalah dua puluh empat jam. 
17. Satu bulan adalah tiga puluh hari. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan 
perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk: 
a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam 

penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi 
dan/atau Pengurus;   

b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara 
pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku 
Korporasi dan/atau Pengurus; dan 

c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan 
perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau 
Pengurus. 
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BAB III 
TATA CARA PENANGANAN PERKARA 

 
Bagian Kesatu 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus 
 

Pasal 3 
Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau 
berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama 
Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. 

 
Pasal 4 

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana 
sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam 
undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. 

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim 
dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) 
antara lain:  
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau 

manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak 
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan 
Korporasi; 

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; 
atau 

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk melakukan pencegahan, 
mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku 
guna menghindari terjadinya tindak pidana. 

 
Pasal 5 

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, 
atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya 
pertanggungjawaban Korporasi. 
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Bagian Kedua 
Pertanggungjawaban Grup Korporasi 

 
Pasal 6 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan 
melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari 
dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran 
masing-masing.  

 
Bagian Ketiga 

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan, 
Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi 

 
Pasal 7 

(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan 
Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan 
sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan 
terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau 
Korporasi hasil peleburan.  

(2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka 
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap 
Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang 
melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai 
dengan peran yang dilakukan.  

(3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, 
maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan 
terhadap Korporasi yang akan dibubarkan. 

 
Pasal 8 

(1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak 
pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset 
milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan 
kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka 
penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
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(2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat 
diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau 
pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang 
telah bubar tersebut. 

 
Bagian Keempat 

Pemeriksaan Korporasi 
 

Pasal 9 
(1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan 

disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat 
kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi 
tersebut beroperasi. 

(2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi 
dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah 
satu Pengurus.  

(3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman 
Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan 
melalui salah satu media massa cetak atau elektronik 
dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung 
pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. 

 
Pasal 10 

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat: 
a. nama Korporasi; 
b. tempat kedudukan;  
c. kebangsaan Korporasi; 
d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/ 

tersangka/terdakwa); 
e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan  
f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan 

tersebut. 
 

Pasal 11 
(1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada 

tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.  
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(2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap 
Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat 
panggilan yang sah.  

(3) Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 
hadir dalam pemeriksaan Korporasi.  

(4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak 
hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus 
untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka 
penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk 
mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan 
perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus 
tersebut secara paksa. 

 
Pasal 12 

(1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

(2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan 
penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:  
a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau 

nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ 
dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, 
tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis 
Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas 
pengurus yang mewakili; dan 

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 

 
Pasal 13 

(1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat 
penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi 
dalam sidang Pengadilan.  
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(2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
hadir karena berhalangan sementara atau tetap, 
hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum 
agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya 
untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam 
pemeriksaan di sidang Pengadilan. 

(3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai 
terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam 
pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang 
menunda persidangan dan memerintahkan kepada 
penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang 
mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari 
sidang berikutnya. 

(4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan 
dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang 
memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus 
tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan 
berikutnya. 

 
Pasal 14 

(1) Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah. 
(2) Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana 

yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan 
hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang 
lainnya. 

 
Pasal 15 

(1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau 
terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, 
maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah 
Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. 

(2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau 
terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 16 
(1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan 

diri dengan tujuan untuk menghindari 
pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan 
sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan 
Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum 
melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya 
atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang 
dalam proses hukum sampai adanya putusan 
berkekuatan hukum tetap. 

(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan 
penundaan kewajiban pembayaran utang atau 
permohonan pailit didaftarkan.  

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar 
karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam dokumen pendirian. 

 
Pasal 17 

(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan 
Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), 
maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan 
perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan 
perkara. 

(2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang 
mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah 
Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan 
setelah pemisahan dan/atau yang melakukan 
pemisahan. 

(3) Dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka 
pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan 
perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) 
adalah likuidator. 
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(4) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 
Korporasi yang diwakili oleh Pengurus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti 
tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 sampai dengan Pasal 16. 

 
Bagian Kelima 

Pemeriksaan Pengurus 
 

Pasal 18 
Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan 
sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan 
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang 
berlaku. 

 
Bagian Keenam 

Pemeriksaan Korporasi dan Pengurus 
 

Pasal 19 
(1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan 

terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan 
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 

(2) Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan 
penuntutan terhadap  Korporasi dan Pengurus dilakukan 
bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan 
pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 9 sampai dengan Pasal 18. 

 
Bagian Ketujuh 

Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi 
 

Pasal 20 
Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang 
dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui 
mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. 
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Bagian Kedelapan 
Penanganan Harta Kekayaan Korporasi 

 
Pasal 21 

(1) Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan 
penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

(2) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat 
lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak 
mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan 
benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat 
mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin 
dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda 
tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Harta kekayaan yang dilelang, sebagaimana dimaksud 
ayat (2), tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa 
dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga 
sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, 
hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, 
hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan 
tersangka atau terdakwa tersebut.   

(4) Dalam hal benda sitaan, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), telah dilelang dan penetapan 
tersangka terhadap Korporasi dinyatakan tidak sah oleh 
putusan praperadilan atau penyidikan maupun 
penuntutan terhadap Korporasi dihentikan berdasarkan 
surat penetapan penghentian penyidikan atau 
penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang 
sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan 
berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan 
penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku. 
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(5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan pada ayat (3) telah dilelang, namun 
berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap 
dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk 
negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan 
harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum 
tetap. 

(6) Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda 
sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau 
ayat (3) terdapat bunga keuntungan maka perampasan 
atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga 
disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari 
penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut. 

 
Bagian Kesembilan 

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan  
Menjalankan Pidana 

 
Pasal 22 

Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana 
terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana 
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
 

BAB III 
PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 

 
Bagian Kesatu 

Penjatuhan Pidana 
 

Pasal 23 
(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi 

atau Pengurus, atau  Korporasi dan Pengurus. 
(2) Hakim menjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang 
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yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi 
dan/atau Pengurus. 

(3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau 
Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup 
kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain 
yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti 
terlibat dalam tindak pidana tersebut. 

 
Bagian Kedua 

Putusan 
 

Pasal 24 
(1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan 

terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

(2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap 
Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
mencantumkan identitas sebagai berikut:  
a. nama Korporasi; 
b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran 

dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ 
perjanjian serta perubahan terakhir;  

c. tempat kedudukan;  
d. kebangsaan Korporasi; 
e. jenis Korporasi; 
f. bentuk kegiatan/usaha; dan 
g. identitas Pengurus yang mewakili. 

 
Pasal 25 

(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa 
pidana pokok dan/atau pidana tambahan. 

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi 
sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. 

(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 26 
Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama 
sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan 
pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 24 dan Pasal 25. 
 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Putusan 

 
Pasal 27 

(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan 
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam 
pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

 
Pasal 28 

(1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada 
Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) 
bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk 
membayar denda tersebut. 

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang 
paling lama 1 (satu) bulan.  

(3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka 
harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk membayar denda. 

 
Pasal 29 

(1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, 
Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar 
denda tersebut. 

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 
paling lama 1 (satu) bulan. 
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(3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, 
Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda 
yang dihitung secara proposional.  

(4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah 
berakhirnya hukuman pidana pokok. 
 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib  

Terhadap Korporasi 
 

Pasal 30 
Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain 
terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan 
Pengadilan. 
 

Pasal 31 
(1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan 

berupa perampasan barang bukti, maka perampasan 
barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan 
sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang 
paling lama 1 (satu) bulan. 

(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan 
yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh 
keuntungan tersebut dirampas untuk negara. 

 
Pasal 32 

(1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang 
pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, 
ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, 
Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) 
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bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk 
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. 

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang 
untuk paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang 
pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta 
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. 

 
Pasal 33 

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan 
kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 34 

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat menjadi dasar 
bagi upaya hukum terhadap perkara pidana oleh Korporasi 
yang telah diputus sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini 
diundangkan. 
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 35 

Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah 
dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai 
memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya 
Peraturan Mahkamah Agung ini. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 36 

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, 
ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi 
mengikuti Peraturan Mahkamah Agung ini. 

 
Pasal 37 

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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